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ABSTRAK : - untuk  mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Langkat, perlu dilakukan peningkatan integritas 
pengelola dan penyelenggara Negara. 
 

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 
4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718);Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 



Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur : 
1. Menetapkan Susunan Anggota Satuan Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Langkat Tahun 2022. 

2. Inspektorat KPU RI/Tim Internal diberikan tugas dan wewenang 
untuk: 
a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit  kerja dalam 

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam 
laporan kinerja. 

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan 
melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat. 

 
CATATAN  :   - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan. 

- Terdapat 2 (dua) Lampiran dalam Keputusan ini 
- Keputusan KPU Kabupaten Langkat ditetapkan pada tanggal 9 Juni 

2022. 



 
 

 

 
 


